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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, 

dana alokasi khusus (DAK), dan rasio kemandirian daerah terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal kabupaten/kota Se-Pulau 

Kalimantan pada tahun 2015-2017. Variabel yang digunakan adalah 

pajak daerah, dana alokasi khusus (DAK), dan rasio kemandirian 

daerah. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) 

dan menggunakan data panel. Data diperoleh dari Kementrian 

PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistika (BPS). 

Hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi khusus 

(DAK), dan rasio kemandirian daerah memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di 

kabupaten/kota Se-Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2017. 

Kata kunci: pajak daerah, dana alokasi khusus (DAK), rasio 

kemandirian daerah, belanja modal, OLS. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This study aims to analyze the effect of local taxes, special allocation 

funds, and the ratio of regional independence to the allocation of 

district/city capital expenditures throughout the island of Kalimantan 

in 2015-2017. The variables used are local taxes, special allocation 

funds, and the ratio of regional independence. The analysis model 

used in this study is multiple regression using Ordinary Least Square 

(OLS) and using panel data. Data obtained from the Ministry of 

National Development Planning (Bappenas) and the Central Statistics 

Agency (BPS). 

 

The results show that local taxes, special allocation funds and the ratio 

of regional independence have a positive and significant impact on the 

allocation of capital expenditures in districts/cities throughout 

Kalimantan in 2015-2017. 

 

Keywords: Local Tax, Special Allocation Funds, The Ratio Region 

Of Independence, Capital Expenditures, OLS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Setiap daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya serta meningkatkan 

pembangunan daerah nya agar lebih baik tiap tahunnya. salah satu 

komponen untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan 

meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperbaiki 

desentrelisasi fiskal disetiap daerah kearah yang lebih baik. Lebih 

lanjut Sukirno menjelaskan bahwa istilah pembangunan ekonomi 

biasanya dihubungkan dengan perkembangan pada negara-negara 

berkembang, sedangkan istilah pembangunan ekonomi pada 

umumnya didefinisikan sebagai serangkaian usaha pada suatu 

perekonomian, untuk mengembangangkan kegiatan ekonominya 

sehingga tersedianya infrastruktur yang lebih, perusahaan- 

perusahaan semakin berkembang, taraf pendidikan semaki  tinggi 

dan teknologi yang semakin meningkat (Sukirno, 2007 : 3). 

Desentralisasi fiskal dari sisi belanja didefinisikan sebagai 

kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi 

seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari Pemerintah Pusat 

hanyalah memberikan alat serta monitoring pelaksanaan. Maka dari 

itu pola inilah yang menjadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan 

otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang 

dicita-citakan sebelumnya. Daerah justru semakin bergantung 

kepada pemerintah pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di 

daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik. Inilah 
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yang membuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain 

hanya memindahkan eksternalitas negatif dari pemerintah pusat di 

era orde baru menuju pemerintah daerah (Pemda) di era reformasi 

ini. 

Menanggapi hal tersebut pemerintah tidak tinggal diam begitu 

saja, berbagai kebijakan yang sifatnya antisipasif dan reaktif terus 

dijalankan dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas 

Pemda dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi 

daerah tersebut. Melalui revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah misalnya, pemerintah telah melakukan 

penguatan pembagian kewenangan antara pusat, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota. Dari aspek penyempurnaan 

mekanisme pembiayaan, pemerintah juga memberikan perhatian 

yang tak kalah seriusnya. pengalokasian dana desa sebagai 

pemenuhan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga 

menjadi bukti terbaru komitmen tersebut. 

Pemerintah melakukan reformasi di bidang pemerintah daerah 

dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi 

tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 

(revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 

(revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 

2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan 

menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu 

bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah 

daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri 
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baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan. Dalam 

Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling 

tidak 4 hal yaitu: 

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi 

artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan 

evaluasi. 

2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk 

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu 

yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan 

berkembang di daerah. 

3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi 

logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah 

dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan 

kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya. 

4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu 

(a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang 

belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan 

lainnya menurut PP No.25 tahun 2000. 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang–undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan 
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otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada 

asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam undang–undang 

tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 

publik yang lebih baik, pemerataan hasil–hasil pembangunan, 

meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya 

kemandirian keuangan daerah. Harun (2009:63) menyatakan bahwa 

untuk mengukur seberapa baik, efektif, dan efisien kinerja 

pemerintah daerah dengan adanya otonomi dalam melayani 

kepentingan publik, pemerintah daerah mendapat pelimpahan 

wewenang, pembagian pajak, pendapatan, beban dan pembagian 

personil dari sistem desentralisasi. Sejalan dengan itu, pengelolaan 

keuangan dan aset-aset sepenuhnya berada di tangan pemerintah 

daerah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan aset- 

aser daerah lebih baik. Masalah yang penting dalam kerangka 

otonomisasi daerah adalah menyangkut pembagian/perimbangan 

pusat dan daerah. 

Perimbangan keuangan pusat dan daerah sangat penting, 

karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan 

politik dan keadilan ekonomi (Bastian, 2006:340). Bastian 

(2006:340) menyebutkan beberapa hal penting yang termasuk dalam 

dua undang-undang otonomi daerah antara lain: 1) pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah, baik dibiayai dari dan atas beban 

APBD maupun dari dan atas beban APBD, 2) sumber pendapatan 

daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, 

pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 3) 

persentase dana perimbangan, salah satu bagian dana perimbangan 
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yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah adalah 

semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja 

modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel 

belanja modal diukur dengan: belanja tanah, belanja peralatan dan 

mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan 

jaringan, belanja aset tetap lainnya. 

Kebutuhan belanja modal setiap daerahnya bervariasi, suatu 

daerah akan membutuhkan anggaran belanja modal yang besar 

apabila daerah tersebut memiliki tingkat kemajuan infrastuktur yang 

tinggi. Pada pulau Kalimantan sendiri provinsi Kalimantan Timur 

memiliki anggaran belanja modal yang tinggi dari provinsi yang lain 

setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan Kalimantan Timur memiliki 2 

kota besar yang memiliki pendapatan daerah tinggi yaitu Kota 

Samarinda sebagai ibukota provinsinya dan Kota Balikpapan. 

Selain 2 kota tersebut ada Kabupaten Kutai Kartanegara yang 

juga memiliki pendapatan daerah tinggi dibandingkan kabupaten 

lain, itu menunjukan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dapat 

dikategorikan sebagai daerah produktif. Dengan pendapatan yang 

tinggi tentunya akan mendorong daerah tersebut untuk 

menganggarkan angka belanja modal menjadi tinggi dan 

perkembangan daerah tersebut menjadi baik. 
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- 

2015 2016 2017 

Kalimantan Barat 368.542,2 474.804,7 148.756,6 

Kalimantan Tengah 959.141,5 783.864,8 88.591,1 

Kalimantan Selatan 1.221.732,4 1.348.730,0 249.083,4 

Kalimantan Timur 2.007.130,8 1.571.814,6 415.764,5 

Kalimantan Utara 668.609,7 797.282,3 83.199,8 

 

 

Gambar 1.1 

Belanja Modal Provinsi Se- Pulau Kalimantan 2015-2017 

(juta rupiah) 
 

Pajak daerah sendiri memiliki peran penting dalam 

menunjang perkembangan suatu daerah dalam segala aspek. 

Aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan  publik, 

dan infrastuktur perkembangannya sangat mengandalkan 

pemasukan dari pajak daerah. Jika pendapatan pajak suatu daerah 

tergolong tinggi maka aspek-aspek tersebut akan mengalami 

kemajuan dan masyarakat tentunya dapat merasakan hasil dari 

pajak yang mereka bayarkan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 perubahan 

atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 
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dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah 

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah  dan 

pembangunan daerah. Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa 

pengertian tentang pajak daerah yang sekiranya perlu 

mendapatkan perhatihan antara lain: 

 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan 

pengaturan dari daerah sendiri; 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi 

penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; 

3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh  pemerintah  

daerah; 

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah 

pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau 

dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah 

daerah. 

 

Untuk pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki 

pemasukan pajak daerah tertinggi dari semua provinsi di pulau 

kalimantan dan 3 daerah yang mendapatkan rata-rata pajak 

daerah tertinggi dibanding daerah lain dalam jangka 3 tahun 

adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Pontianak. 
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- 

2015 2016 2017 

Kalimantan Barat 1.459.364,3 1.424.303,3 723.442,0 

Kalimantan Tengah 1.019.293,7 941.491,4 475.527,4 

Kalimantan Selatan 2.040.580,4 1.867.418,4 994.106,9 

Kalimantan Timur 3.753.718,9 3.127.250,9 1.643.459,5 

Kalimantan Utara 305.736,9 249.930,1 139.325,6 

 
 

Gambar 1.2 

Pajak Daerah Provinsi Se- Pulau Kalimantan 2015-2017 

(juta rupiah) 

 
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus 

yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut 

Syarifin dan Jubaedah (2005:107) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan  

sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Undang-Undang No. 

33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud 
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adalah: (1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat 

diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian 

kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, 

misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa 

jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan 

terpencil, serta saluran irigasi primer, (2) Kebutuhan yang 

merupakan komitmen atau prioritas nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- 

2015 2016 2017 

Kalimantan Barat 85.584,2 199.767,9 748.589,0 

Kalimantan Tengah 72.526,0 241.247,7 349.508,9 

Kalimantan Selatan 63.890,5 853.323,8 468.021,9 

Kalimantan Timur 218.651,4 1.016.403,4 550.891,9 

Kalimantan Utara 59.947,8 377.594,8 133.577,7 

 
 

Gambar 1.3 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Se- Pulau Kalimantan 2015- 

2017 (juta rupiah) 

 

Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang 

mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemda juga mengandalkan 

DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan 

untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan 
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masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu 

transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah yang bertujuan antara 

lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik 

daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju 

pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antrarbidang. DAK 

memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan 

prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip 

desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan 

pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah 

daerah. 

Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih 

adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan 

melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah 

menjadi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 

no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Diberlakukanya undang-undang ini dapat memberikan peluang 

bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya 

kemandirian keuangan daerah (Gusti dan Gede, 2014). Halim (2002) 

menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, 

artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 

menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada 

bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli 

daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar 

sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah (Halim, 2002: 128). Indikator kemandirian 

keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD 

dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah 

daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu 

daerah. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas 

- tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial 

masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan 

pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan 

terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya, (Halim, 

2007: 230). 

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD 

sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun 

pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam 

penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). 
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Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam 

pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan 

pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan 

prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management 

(Fozzard, 2001). 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk 

anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. 

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan 

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah 

seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja 

daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif 

kurang produktif. Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari 

(2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya 

dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan 

aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine 

(1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa 

penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk 

programprogram layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan 

pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan 

publik. 

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang 

dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan PAD 

terutama pajak daerah, sementara di sisi lain potensi sumber daya 

alam serta sumber daya manusia cukup melimpah dan potensial 

untuk dikembangkan, begitu juga dengan luas lahan subur yang 
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terbentang pada kabupaten/kota yang ada di Pulau Kalimantan 

memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sehingga setiap 

tahunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk harus terus 

meningkat demi kelancaran pembangunan sarana dan prasarana di 

kabupaten/kota se-pulau kalimantan untuk mendukung potensi 

daerah tersebut. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk 

melakukan penelitian di kabupaten/kota Se-Pulau Kalimantan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah 

diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal di kota/kabupaten Se-Pulau Kalimantan pada tahun 

2015 – 2017 ? 

2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal di kota/kabupaten Se-Pulau Kalimantan 

pada tahun 2015 - 2017 ? 

3. Apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal di kota/kabupaten Se-Pulau Kalimantan 

pada tahun 2015 - 2017 ? 

4. Bagaimana pengaruh pajak daerah, rasio kemandirian, dan 

dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal di 

kota/kabupaten Se-Pulau Kalimantan pada tahun 2015 - 2017 ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: 

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap alokasi belanja modal 

2. Pengaruh Rasio kemandirian daerah terhadap alokasi belanja 

modal 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja 

modal 

Dan manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan 

terdahulu serta membuktikan apakah dengan variabel yang 

lebih spesifik akan tetap mendukung hasil dari penelitian 

sebelumnya atau bahkan dapat memberikan hasil yang 

berbeda. 

2. Dapat digunakan oleh pemerintah kab/kota Se-Pulau 

Kalimantan sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian 

belanja modal, sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

kepada publik. 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian dibagi secara sistematis 

dalam tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. Bagian awal merupakan bagian sebelum memuat isi dari 

halaman inti. Bagian inti memuat isi lima bab pokok. Sedangkan 

bagian akhir memuat referensi, lampiran-lampiran, dan riwayat 

hidup penulis. Lima bab pokok pada bagian inti yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Pada bab I atau pendahuluan, bagian ini menjelaskan 

mengenai latar belakang yang mendasari penelitian ini, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian. 

Pada bab II atau tinjauan pustaka ini akan diuraikan teori-teori yang 

mendasari penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada bab III atau metodelogi 

penelitian membahas mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode yang digunakan dalam mengumpulkan data serta metode 

analisis. Bab IV atau hasil dan analisis akan memperlihatkan 

deskripsi statistik objek penelitian, hasil analisis, dan pembahasan. 

Dan pada bagian terakhir bab V atau penutup berisi kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini dan 

saran untuk peneliti selanjutnya. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan 

fixed effect model dan mengacu pada pembahasan yang telah 

dipaparkan pada oleh peneliti pada Bab IV dengan variabel 

independen pajak daerah, dana alokasi khusus (DAK), rasio 

kemandirian daerah, dan variabel dependen belanja modal maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan, 

sehingga kenaikan Pajak Daerah dapat menaikkan alokasi 

belanja modal di kabupaten/kota Se-Pulau Kalimantan. 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di 

kabupaten/kota se-pulau kalimantan, besaran anggaran Dana 

Alokasi Khusus (DAK) yang semakin tinggi akan 

meningkatkan Belanja Modal. 

3. Rasio Kemandirian Daerah memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota 

Se-Pulau Kalimantan, sehingga semakin tingginya persentase 

Rasio Kemandirian Daerah maka akan meningkatkan alokasi 

belanja modal di kabupaten/kota Se-Pulau Kalimantan. 

4. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap 
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alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota Se-Pulau 

Kalimantan. 

 
B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor 

yang mempengaruhi Belanja Modal di kabupaten/kota Se-Pulau 

Kalimantan pada periode 2015-2017, penelitian ini memberikan 

beberapa saran serta masukan yang dirasa perlu untuk diperhatikan 

dan menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dalam melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya dan pihak berwenang setempat 

untuk mendorong perkembangan daerah, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan untuk 

dapat menigkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah 

yang pengelolaannya dijalankan secara tepat, bijaksana dan 

terbuka. Hal tersebut akan mendorong peningkatan alokasi 

belanja modal yang mana dapat digunakan untuk memajukan 

suatu daerah. 

2. Bagi pemerintah sebagai pemangku jabatan yang mengatur 

segala regulasi disuatu daerah agak selalu mensosialisasikan 

kepada masyarakat umum bahwa pentingnya membayar pajak 

demi kamajuan daerah. 

3. Pemerintah diharapkan mampu untuk mengelola secara baik 

anggaran belanja modal dengan menambah aset tetap dan lain- 

lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi terciptanya 

perkembangan daerah yang ideal 

4. Penambahan variabel-variabel yang diteliti sehingga hasil yang 

didapatkan lebih menyeluruh mengingat variabel bebas dalam 

penelitian ini penting dalam mempengaruhi pengalokasian 

Belanja Modal. 
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LAMPIRAN 

 

1. Data Penelitian 
 
 

 
NO 

 
DAERAH 

 
TAHUN 

Belanja 

Modal 

Pajak 

daerah 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian 

Daerah 

1 Kab. Bengkayang 2015 270882,4 7894,5 146965,2 3,9 

2 Kab. Bengkayang 2016 339243,0 8943,3 193447,7 2,3 

3 Kab. Bengkayang 2017 3982,8 6767,1 77116,8 1,5 

4 Kab. Landak 2015 436362,2 9408,9 135272,8 3,9 

5 Kab. Landak 2016 513350,5 17854,0 239650,8 2,4 

6 Kab. Landak 2017 8714,7 9354,8 88355,6 3,3 

7 Kab. Kapuas Hulu 2015 369611,5 20024,8 146688,1 4,8 

8 Kab. Kapuas Hulu 2016 516742,1 9884,0 307584,4 2,2 

9 Kab. Kapuas Hulu 2017 9500,3 24354,1 98455,9 2,6 

10 Kab. Ketapang 2015 374795,6 59219,1 174794,3 6,7 

11 Kab. Ketapang 2016 372844,9 64656,6 264142,9 3,9 

12 Kab. Ketapang 2017 73204,0 25022,6 72861,9 3,2 

13 Kab. Mempawah 2015 277664,2 18705,8 154942,0 6,0 

14 Kab. Mempawah 2016 388317,7 23032,3 226607,1 3,5 

15 Kab. Mempawah 2017 38772,0 14776,9 58452,0 4,0 

16 Kab. Sambas 2015 298349,3 14185,5 174218,7 6,1 

17 Kab. Sambas 2016 327918,3 20463,3 330558,9 3,7 

18 Kab. Sambas 2017 17570,6 8944,0 63178,0 3,6 

19 Kab. Sanggau 2015 122109,2 28351,0 85539,3 6,7 

20 Kab. Sanggau 2016 334211,8 28385,4 167720,7 3,9 

21 Kab. Sanggau 2017 36986,0 12842,2 85724,0 2,3 

22 Kab. Sintang 2015 368744,1 15010,7 225169,6 6,9 

23 Kab. Sintang 2016 442713,2 30639,5 311801,8 3,7 

24 Kab. Sintang 2017 30207,5 7651,7 109808,2 2,9 
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NO 

 
DAERAH 

 
TAHUN 

Belanja 

Modal 

Pajak 

daerah 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian 

Daerah 

25 Kota Pontianak 2015 460699,3 240452,1 7885,5 21,9 

26 Kota Pontianak 2016 403855,6 258150,0 131974,9 16,9 

27 Kota Pontianak 2017 75837,3 131584,0 50350,2 13,7 

28 Kota Singkawang 2015 214832,2 24953,7 60015,7 12,7 

29 Kota Singkawang 2016 231487,2 29627,6 87818,4 7,4 

30 Kota Singkawang 2017 19811,5 15478,7 64686,5 7,8 

31 Kab. Sekadau 2015 215783,4 7203,5 72500,5 4,7 

32 Kab. Sekadau 2016 272122,3 8275,8 125213,9 2,6 

33 Kab. Sekadau 2017 22674,8 3486,8 49200,5 2,8 

34 Kab. Melawi 2015 224792,2 8881,4 116709,9 3,2 

35 Kab. Melawi 2016 332691,4 10582,8 230337,2 1,8 

36 Kab. Melawi 2017 8595,6 2982,0 81012,3 1,0 

37 Kab. Kayong 
Utara 

2015 186406,6 3789,2 80268,7 2,2 

38 Kab. Kayong 
Utara 

2016 232122,3 4170,8 133907,4 0,8 

39 Kab. Kayong 
Utara 

2017 84384,2 1984,4 56473,2 0,9 

40 Kab. Kubu Raya 2015 366198,7 54285,1 120386,2 6,7 

41 Kab. Kubu Raya 2016 300847,7 67629,1 239532,0 4,2 

42 Kab. Kubu Raya 2017 30781,1 54662,2 77025,5 5,2 

43 Kab. Barito 
Selatan 

2015 178068,6 6644,0 58034,7 4,5 

44 Kab. Barito 
Selatan 

2016 163482,4 6452,1 154475,7 2,6 

45 Kab. Barito 
Selatan 

2017 15330,9 2962,8 42469,7 2,8 

46 Kab. Barito Utara 2015 355601,4 6617,8 123694,7 5,1 

47 Kab. Barito Utara 2016 310538,5 9595,7 178513,6 2,6 

48 Kab. Barito Utara 2017 84053,3 2076,1 66414,2 5,2 

49 Kab. Kapuas 2015 412802,5 18654,7 177087,6 5,9 

50 Kab. Kapuas 2016 520040,9 13800,1 338538,9 2,8 



82 
 

 

 
NO 

 
DAERAH 

 
TAHUN 

Belanja 

Modal 

Pajak 

daerah 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian 

Daerah 

51 Kab. Kapuas 2017 129675,1 7443,1 81750,0 3,1 

52 
Kab. 

Kotawaringin 
Barat 

2015 295819,0 26687,0 34415,5 11,8 

53 
Kab. 

Kotawaringin 

Barat 

2016 382638,3 33359,7 261497,7 6,2 

54 
Kab. 

Kotawaringin 
Barat 

2017 65523,9 13591,8 69742,1 6,0 

55 
Kab. 
Kotawaringin 

Timur 

2015 289548,2 38005,2 52625,8 11,2 

56 
Kab. 

Kotawaringin 

Timur 

2016 293635,5 53246,8 215549,3 6,6 

57 
Kab. 

Kotawaringin 
Timur 

2017 23077,8 22424,3 69436,4 5,7 

58 Kota Palangka 
Raya 

2015 205664,6 74420,1 61088,0 11,4 

59 Kota Palangka 
Raya 

2016 285686,2 79162,1 82298,8 6,3 

60 Kota Palangka 
Raya 

2017 51506,3 37504,4 39674,3 5,1 

61 Kab. Barito Timur 2015 163443,4 5518,7 54678,1 4,7 

62 Kab. Barito Timur 2016 158395,0 7048,2 142817,0 2,2 

63 Kab. Barito Timur 2017 92741,9 20453,5 32959,6 4,3 

64 Kab. Murung 
Raya 

2015 351364,8 22569,4 18435,7 5,2 

65 Kab. Murung 
Raya 

2016 388512,9 7226,7 160694,1 1,5 

66 Kab. Murung 
Raya 

2017 43095,5 3454,9 53036,6 1,3 

67 Kab. Pulang Pisau 2015 347115,7 7004,2 153445,7 4,0 

68 Kab. Pulang Pisau 2016 348580,7 9579,3 229860,6 2,1 

69 Kab. Pulang Pisau 2017 96975,2 3427,6 51145,2 1,3 

70 Kab. Gunung Mas 2015 235485,5 6363,0 65069,1 3,9 
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NO 

 
DAERAH 

 
TAHUN 

Belanja 

Modal 

Pajak 

daerah 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian 

Daerah 

71 Kab. Gunung Mas 2016 292851,1 7992,5 172682,2 2,1 

72 Kab. Gunung Mas 2017 67713,5 2451,1 75969,2 1,3 

73 Kab. Lamandau 2015 339984,3 14908,2 170821,8 5,2 

74 Kab. Lamandau 2016 333129,6 15900,7 230533,6 2,7 

75 Kab. Lamandau 2017 66048,7 2259,7 30827,8 2,6 

76 Kab. Sukamara 2015 292669,5 4067,6 143791,1 4,3 

77 Kab. Sukamara 2016 343432,7 5003,2 193136,0 2,7 

78 Kab. Sukamara 2017 55150,8 1553,4 24392,6 2,5 

79 Kab. Katingan 2015 338099,8 10250,5 70021,1 3,8 

80 Kab. Katingan 2016 309440,0 11755,0 119416,2 2,3 

81 Kab. Katingan 2017 119725,6 5043,8 27874,2 1,6 

82 Kab. Seruyan 2015 324779,4 7963,6 31227,6 4,6 

83 Kab. Seruyan 2016 357730,5 7470,2 97412,0 3,0 

84 Kab. Seruyan 2017 67970,2 70910,6 48591,6 8,2 

85 Kab. Banjar 2015 297881,7 50709,3 70344,4 11,5 

86 Kab. Banjar 2016 295925,9 62166,3 250076,2 6,4 

87 Kab. Banjar 2017 34479,8 28162,5 77032,5 5,6 

88 Kab. Barito Kuala 2015 410408,9 13022,5 188454,9 5,9 

89 Kab. Barito Kuala 2016 418923,8 20339,7 322105,3 2,7 

90 Kab. Barito Kuala 2017 61918,9 9176,7 69596,7 2,4 

91 Kab. Hulu Sungai 

Selatan 
2015 395294,3 10042,5 155882,8 9,0 

92 Kab. Hulu Sungai 

Selatan 
2016 374279,6 10804,2 235423,6 4,6 

93 Kab. Hulu Sungai 

Selatan 
2017 52054,4 4114,6 65922,5 5,3 

94 Kab. Hulu Sungai 

Tengah 
2015 275202,3 8455,1 161757,6 7,5 

95 Kab. Hulu Sungai 

Tengah 
2016 340222,9 9965,8 242075,6 4,4 
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NO 

 
DAERAH 

 
TAHUN 

Belanja 

Modal 

Pajak 

daerah 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian 

Daerah 

96 Kab. Hulu Sungai 

Tengah 
2017 50469,1 4318,8 55899,1 5,3 

97 Kab. Hulu Sungai 
Utara 

2015 322745,6 7080,9 151247,1 9,1 

98 Kab. Hulu Sungai 
Utara 

2016 377836,2 7681,4 277842,2 4,5 

99 Kab. Hulu Sungai 
Utara 

2017 20370,4 3769,4 55507,5 5,5 

100 
Kab. Kota baru 

2015 402780,8 53467,3 35008,9 10,7 

101 
Kab. Kota baru 

2016 378918,7 45928,1 120374,4 5,6 

102 
Kab. Kota baru 

2017 21856,9 17877,6 44781,3 4,9 

103 Kab. Tabalong 2015 360905,0 40387,2 82353,6 9,9 

104 Kab. Tabalong 2016 471516,5 49103,2 271508,9 5,0 

105 Kab. Tabalong 2017 49970,9 26160,2 29079,0 7,0 

106 Kab. Tanah Laut 2015 531864,9 20857,1 102288,1 11,5 

107 Kab. Tanah Laut 2016 614206,3 18819,2 231681,6 5,7 

108 Kab. Tanah Laut 2017 86415,9 9817,7 54123,7 6,3 

109 Kab. Tapin 2015 438975,2 13614,3 146363,0 5,3 

110 Kab. Tapin 2016 338370,7 11436,8 211092,8 2,8 

111 Kab. Tapin 2017 81552,9 5191,4 45659,5 2,3 

112 Kota Banjar baru 2015 477975,7 68932,8 117666,5 15,6 

113 Kota Banjar baru 2016 473518,8 74642,1 225980,3 9,0 

114 Kota Banjar baru 2017 44619,9 42717,5 34608,2 12,1 

115 Kota Banjarmasin 2015 348892,9 133833,4 2495,9 16,1 

116 Kota Banjarmasin 2016 359361,5 156819,2 205913,9 9,4 

117 Kota Banjarmasin 2017 47612,3 86342,7 52788,1 10,1 

118 Kab. Balangan 2015 292192,8 6328,3 61375,7 5,2 

119 Kab. Balangan 2016 673751,5 6620,7 160353,0 2,5 

120 Kab. Balangan 2017 10721,7 4041,7 37389,2 11,4 

121 Kab. Tanah 
Bumbu 

2015 303453,1 28486,4 49403,8 9,3 
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NO 

 
DAERAH 

 
TAHUN 

Belanja 

Modal 

Pajak 

daerah 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian 

Daerah 

122 Kab. Tanah 
Bumbu 

2016 272927,2 29308,3 118138,0 4,6 

123 Kab. Tanah 
Bumbu 

2017 64781,5 18334,2 21189,6 4,9 

124 Kab. Kutai 
Kartanegara 

2015 2820501,9 61812,4 56203,2 6,2 

125 Kab. Kutai 
Kartanegara 

2016 598722,4 52277,2 219500,5 3,5 

126 Kab. Kutai 

Kartanegara 
2017 291248,5 57122,6 99940,6 3,7 

127 Kab. Kutai Barat 2015 889662,4 15674,0 35733,5 4,0 

128 Kab. Kutai Barat 2016 438641,1 15648,3 107419,8 2,5 

129 Kab. Kutai Barat 2017 112116,4 21415,3 30771,2 3,6 

130 Kab. Kutai Timur 2015 1400114,6 52511,7 24672,6 4,1 

131 Kab. Kutai Timur 2016 1125351,2 52287,6 126262,3 8,9 

132 Kab. Kutai Timur 2017 397418,9 82190,5 41445,8 4,7 

133 Kab. Paser 2015 803343,6 24773,8 6868,3 5,4 

134 Kab. Paser 2016 325522,3 18734,3 90788,2 3,7 

135 Kab. Paser 2017 193557,8 12552,3 50751,5 3,0 

136 Kota Balikpapan 2015 1090412,5 385432,3 9468,4 26,0 

137 Kota Balikpapan 2016 564259,8 403690,0 74010,5 18,3 

138 Kota Balikpapan 2017 86455,5 154244,8 31516,6 13,2 

139 Kota Bontang 2015 591621,6 56524,4 102705,8 10,5 

140 Kota Bontang 2016 247728,7 71411,9 150113,6 8,0 

141 Kota Bontang 2017 94743,0 25982,6 29410,2 7,3 

142 Kota Samarinda 2015 1209608,3 244079,2 97568,5 14,7 

143 Kota Samarinda 2016 695737,2 256130,1 256822,6 9,7 

144 Kota Samarinda 2017 218597,2 152889,6 144736,7 10,6 

145 Kab. Berau 2015 1297824,3 39038,3 6679,8 11,1 

146 Kab. Berau 2016 787771,1 38864,7 110271,7 5,9 

147 Kab. Berau 2017 43465,4 22014,6 50484,3 6,0 
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NO 

 
DAERAH 

 
TAHUN 

Belanja 

Modal 

Pajak 

daerah 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian 

Daerah 

148 Kab. Penajam 

Paser Utara 
2015 449993,3 14921,6 6047,3 5,1 

149 Kab. Penajam 

Paser Utara 
2016 407990,7 168047,8 60402,0 9,9 

150 Kab. Penajam 

Paser Utara 
2017 119214,0 5421,4 51586,0 4,0 

151 Kab. Mahakam 

Ulu 
2015 520087,8 66,7 6408,6 0,4 

152 Kab. Mahakam 
Ulu 

2016 291306,4 625,3 23634,9 0,9 

153 Kab. Mahakam 
Ulu 

2017 54092,7 1013,6 32735,8 1,6 

154 Kab. Bulungan 2015 661191,6 11865,1 19595,1 12,1 

155 Kab. Bulungan 2016 344673,9 15769,2 80175,2 4,7 

156 Kab. Bulungan 2017 15458,1 7472,8 35912,4 5,5 

157 Kab. Malinau 2015 483310,6 7632,0 41709,3 5,6 

158 Kab. Malinau 2016 327401,1 8821,1 108584,8 2,0 

159 Kab. Malinau 2017 142549,0 3459,0 55125,7 1,1 

160 Kab. Nunukan 2015 588241,3 19061,6 75891,0 9,8 

161 Kab. Nunukan 2016 284615,2 11343,7 154144,3 3,2 

162 Kab. Nunukan 2017 37799,5 5505,1 75602,5 3,4 

163 Kota Tarakan 2015 128719,3 35769,3 8614,6 11,3 

164 Kota Tarakan 2016 236475,6 34731,1 109497,9 3,6 

165 Kota Tarakan 2017 63946,7 12765,1 32931,9 3,7 

166 Kab. Tana Tidung 2015 290922,2 1992,8 8094,9 6,9 

167 Kab. Tana Tidung 2016 418657,3 2228,1 90440,0 1,5 

168 Kab. Tana Tidung 2017 57571,2 4059,9 16724,0 2,8 
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2. Hasil Common Effect Model 

 
Common Effect 

Dependent Variable:LOG( BELANJA_MODAL) 

Method: Panel Least Squares 

Date: 07/24/20 Time: 17:17 

Sample: 1 168 

Periods included: 3 

Cross-sections included: 56 

Total panel (balanced) observations: 168 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(PAJAK_DAERAH) 0.195151 0.097008 2.011688 0.0459 

LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS) 0.287835 0.102778 2.800548 0.0057 

LOG(RASIO_KEMANDIRIAN_DAERAH) 0.019116 0.013766 1.388599 0.1668 

C 2.942714 0.507788 5.795162 0.0000 

R-squared 0.154448 Mean dependent var 5.281064 

Adjusted R-squared 0.138980 S.D. dependent var 0.503342 

S.E. of regression 0.467056 Akaike info criterion 1.338788 

Sum squared resid 35.77525 Schwarz criterion 1.413169 

Log likelihood -108.4582 Hannan-Quinn criter. 1.368975 

F-statistic 9.985342 Durbin-Watson stat 1.585117 

Prob(F-statistic) 0.000004   
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3. Hasil Fixed Effect Model 

 
Fixed Effect 

Dependent Variable: LOG(BELANJA_MODAL) 

Method: Panel Least Squares 

Date: 07/24/20 Time: 17:20 

Sample: 1 168 

Periods included: 3 

Cross-sections included: 56 

Total panel (balanced) observations: 168 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(PAJAK_DAERAH) 0.710018 0.188987 3.756962 0.0003 

LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS) 0.591556 0.130533 4.531837 0.0000 

LOG(RASIO_KEMANDIRIAN_DAERAH) 0.076345 0.019662 3.882848 0.0002 

C -1.036880 0.748243 -1.385754 0.1687 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables)    

R-squared 0.536728 Mean dependent var 5.281064 

Adjusted R-squared 0.290217 S.D. dependent var 0.503342 

S.E. of regression 0.424058 Akaike info criterion 1.391873 

Sum squared resid 19.60098 Schwarz criterion 2.488980 

Log likelihood -57.91737 Hannan-Quinn criter. 1.837133 

F-statistic 2.177296 Durbin-Watson stat 2.453887 

Prob(F-statistic) 0.000238   

 
4. Hasil Random Effect Model 

   

 

Random Effect 

Dependent Variable: LOG(BELANJA_MODAL) 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/24/20 Time: 17:27 
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Sample: 1 168 

Periods included: 3 

Cross-sections included: 56 

Total panel (balanced) observations: 168 

Swamy and Arora estimator of component variances 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(PAJAK_DAERAH) 0.195151 0.088078 2.215667 0.0281 

LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS) 0.287835 0.093316 3.084515 0.0024 

LOG(RASIO_KEMANDIRIAN_DAERAH) 0.019116 0.012499 1.529398 0.1281 

C 2.942714 0.461040 6.382772 0.0000 

 Effects Specification  

 
 

 

S.D. Rho 

Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.424058 1.0000 

 

 
 

Weighted Statistics  

R-squared 0.154448 Mean dependent var 5.281064 

Adjusted R-squared 0.138980 S.D. dependent var 0.503342 

S.E. of regression 0.467056 Sum squared resid 35.77525 

F-statistic 9.985342 Durbin-Watson stat 1.585117 

Prob(F-statistic) 0.000004  

 

 
 

Unweighted Statistics  

R-squared 0.154448 Mean dependent var 5.281064 

Sum squared resid 35.77525 Durbin-Watson stat 1.585117 
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5. Hasil Uji Chow Effect Model 

 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 1.635350 (55,109) 0.0150 

Cross-section Chi-square 101.081711 55 0.0002 

 
6. Hasil Uji Hausman Effect Model 

 

Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section random effects 

 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. 

 

Prob. 

Cross-section random 56.148326 3 0.0000 

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

LOG(PAJAK_DAERAH) 0.710018 0.195151 0.027959 0.0021 

LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS) 0.591556 0.287835 0.008331 0.0009 

LOG(RASIO_KEMANDIRIAN_DAERAH) 0.076345 0.019116 0.000230 0.0002 
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